
 

 

 

  
 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN SOLOK SELATAN 

 

 

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SOLOK SELATAN 

NOMOR 8 TAHUN 2025 

TENTANG 

PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA LAMAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL 

RESMI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN  

 

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN, 

 

Menimbang

  

 

: a. bahwa untuk memastikan bahwa informasi yang 

disampaikan kepada publik terkait tahapan pemilu, hasil 

pemilu, dan regulasi dengan mudah diakses oleh 

masyarakat melalui laman website dan media sosial resmi 

dapat berjalan dengan transparan, akurat, dan dapat 

dipercaya, dipandang perlu ditetapkan operator pengelola 

laman website dan media sosial resmi;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan 

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok 

Selatan tentang Penetapan Operator Pengelola Laman 

Website dan Media Sosial Resmi pada Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Solok Selatan; 

 

Mengingat 

 

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas 

UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi 

UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6547); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6863); 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 

tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi 

Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota 

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1249); 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 

2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan 

Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan 



Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 193); 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Keija Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 894); 

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/ 

Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

826); 

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk 

Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi 

Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 



10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang 

Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : 

 

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PENETAPAN 

OPERATOR PENGELOLA LAMAN WEBSITE DAN MEDIA 

SOSIAL RESMI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SOLOK SELATAN. 

KESATU : Menetapkan nama yang tersebut di bawah ini sebagai 

Operator Pengelola Laman Website dan Media Sosial Resmi 

pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan: 

Nama : RIO EKO PUTRA, S.Kom 

NIP : 199402232024211015 

Pangkat/Gol. : Penata Muda - IX 

Jabatan : Ahli Pertama Pranata Komputer 

KEDUA : Uraian tugas Operator Pengelola Laman Website dan Media 

Sosial Resmi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok 

Selatan atan sebagai berikut: 

1. Melakukan peliputan dan pendokumentasian terhadap 

setiap kegiatan resmi KPU Kabupaten Solok Selatan; 

2. Memastikan konten yang dibuat menarik dan mudah 

dipahami hingga pesan yang ingin disampaikan dapat 

diterima dengan baik oleh masyarakat; 

3. Mengupdate laman website dan akun media sosial resmi 

KPU Kabupaten Solok Selatan secara berkala untuk 

memastikan informasi yang disampaikan selalu terkini. 

4. Menyebarluaskan informasi penting terkait tahapan 

pemilu, regulasi pemilu, jadwal pemilu, dan hasil pemilu 

kepada publik melalui website dan media sosial resmi. 

5. Mengidentifikasi dan memberikan klarifikasi terhadap isu 

atau informasi yang salah atau hoaks yang beredar 

mengenai pemilu. 

https://jdih.kpu.go.id/keputusan-kpu/detail/0eyF9Bmwm0rau1ffouolFnNvcTBhUjhnMzMzZ1hrcnlXOWdCZnc9PQ
https://jdih.kpu.go.id/keputusan-kpu/detail/0eyF9Bmwm0rau1ffouolFnNvcTBhUjhnMzMzZ1hrcnlXOWdCZnc9PQ
https://jdih.kpu.go.id/keputusan-kpu/detail/0eyF9Bmwm0rau1ffouolFnNvcTBhUjhnMzMzZ1hrcnlXOWdCZnc9PQ
https://jdih.kpu.go.id/keputusan-kpu/detail/0eyF9Bmwm0rau1ffouolFnNvcTBhUjhnMzMzZ1hrcnlXOWdCZnc9PQ
https://jdih.kpu.go.id/keputusan-kpu/detail/0eyF9Bmwm0rau1ffouolFnNvcTBhUjhnMzMzZ1hrcnlXOWdCZnc9PQ


6. Menyusun laporan terkait kinerja pengelolaan website dan 

media sosial, termasuk analisis interaksi dan umpan balik 

dari masyarakat. 

7. Melaporkan perkembangan dan penggunaan media sosial 

serta website kepada atasan; 

KETIGA 

 

 

 

: 

 

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 

keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok 

Selatan. 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Padang Aro 

pada tanggal 3 Januari 2025 

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SOLOK SELATAN 

 

ttd. 

 

IRMAN SUSANTO 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, 

 

 
 
Mas Indra Putra Alamsyah 


